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Abstrak 

Kelembagaan Desa memegang peran yang sangat vital dalam mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan desa, karena kelembagaan desa memiliki fungsi mengakomodir 

atau menampung aspirasi kepentingan masyarakatnya. Kelembagaan desa sebagaimana 

disebutkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 yentang Desa, menyatakan kelembagaan desa terdiri 

dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Desa, Lembaga Adat Desa/Tokoh Masyarakat, Lembaga Kerjasama antar Desa dan Badan Usaha 

Milik Desa memiliki peran penting dalam pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa. 

Koordinasi perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu cara untuk 

mempersatukan usaha dari setiap lembaga yang ada di desa dalam menyusun dokumen 

perencanaan pembangunan oleh pemerintah di desa guna mempermudah proses penyusunan 

dokumen perencanaan pembangunan terutama pembangunan yang ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa. 

Mekanisme koordinasi antar kelembagaan desa dalam penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan diperlihatkan oleh peran dari masing-masing kelembagaan desa dalam 

menjalankan fungsinya mendapatkan berbagai masukan dari masyarakat desa setempat maupun 

pihak ekternal sebagai bahan untuk dibahas pada musrenbangdes. Adapun rencana pembangunan 

desa meliputi : 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 2) Bidang pelaksanaan 

pembangunan Desa, 3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, 3) Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan, 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dengan koordinasi tersebut penyusunan 

perencanaan pembangunan desa dapat terlaksana dengan efektif. 

Kata Kunci : Koordinasi, Kelembagaan Desa, Rencana Pembangunan 



I. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Perencanaan Pembangunan Desa 

adalah tahap kegiatan penyusunan 

dokumen pembangunan desa yang 

dilakukan oleh pemerintahan desa dengan 

mengikutsertakan partisipasi masyarakat 

secara aktif dengan memanfaatkan 

berbagai potensi yang dimiliki dalam 

rangka mendukung tuj uan pembangunan 

desa. Hal ini  sesuai dengan yang  

dikemukakan Kessa (2015:18), yang 

menyatakan bahwa “Perencanaan 

pembangunan desa adalah proses tahapan 

kegiatan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah Desa dengan melibatkan 

Badan Permusya-waratan Desa dan 

unsur masyarakat secara partisipatif guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber 

daya desa dalam rangka mencapai tuj uan 

pembangunan desa”. 

Pembangunan Partisipatif adalah 

suatu sistem pengelolaan pembangunan di 

desa dan kawasan perdesaan yang 

dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan 

mengedepankan kebersamaan, 

kekeluargaan, dan kegotongroyongan 

guna mewuj udkan pengarusutamaan 

perdamaian dan keadilan sosial . 

Pemberdayaan Masyarakat Desa 

adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesej ahteraan 

masyarakat dengan meni ngkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampil an, 

perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 

memanfaatkan sumber daya melalui 

penetapan kebij akan, program, kegiatan, 

dan pendampingan yang sesuai dengan 

esensi masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat Desa. 

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa 

mendefinisikan Pembangunan Desa adalah 

“upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat desa”. Sedangkan 

tuj uan pembangunan desa dinyatakan di 

dalam pasal 78 ay at (1),

 y aitu 

“meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Desa dan kual itas hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 

sarana dan prasarana Desa, pengembangan 

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan 

sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan”. 

Sedangkan tahap pembangunan desa 

sebagaimana tercatum pada pasal 78 ayat 

(3), yang menyatakan bahwa : tahapan-

tahapan dalam pembangunan desa terdiri 

dari: (i) perencanaan pembangunan desa; (ii) 

pelaksanaan pembangunan desa; (iii ) 

pengawasan dan pemantauan pembangunan 

desa. Dokumen Rencana Pembangunan 

Desa merupakan satu-satunya dokumen 

perencanaan di Desa dan sebagai dasar 

penyusunan APB Desa. Penyusunan rencana 

desa itu dilakukan melalui Musrenbang 

Desa yang mengikutsertakan masyarakat. 

Namun demikian ada beberapa hal 

menjadi persoalan dalam penyusunan 

perencanaan pembangunan desa, 

diantaranya adalah : 

1. Masih kurangnya keikutsertaan 

masyarakat secara aktif dalam 

penyusunan rencana pembanguna desa. 

2. Perencanaan Pembangunan Desa belum 

mampu menj awab persoalan hidup 

masyarakat desa, khususnya terkait 

dengan sandang, pangan, papan, 

kesehatan, pendidikan, kebutuhan air 



bersih dan sanitasi, kecukupan energi, 

dll. 

3. Penyusunan perencanaan pembangunan 

desa belum sepenuhnya mengacu pada 

peraturan perundang-undangan yang 

ada. 

4. Pelaksanaan pembangunan desa belum 

sepenuhnya mengacu pada perencanaan 

desa yang tertuang dalam dokumen 

RPJM Desa dan RKP Desa? 

Koordinasi salah satu cara untuk 

mempersatukan usaha dari setiap penanggung 

jawab pelaksana pembangunan atau unit kerja 

yang ada di suatu daerah guna mempermudah 

proses pembangunan terutama pembangunan 

yang sesuai dengan tuntutan otonomi daerah 

mencapai tujuan pembangunan yang telah 

ditetapkan, sehingga tujuan dari pelaksana 

pembangunan pada suatu daerah dapat 

tercapai. 

Koordinasi dilakukan untuk 

menyelaraskan berbagai pelaksanaan 

kegiatan pembangunan agar tidak terjadi 

kekacauan, percekcokan, kekosongan 

kegiatan, dengan jalan menghubungkan, 

menyatukan dan menyelaraskan kegiatan 

pembangunan mulai dari tingkat bawah 

sampai pada tingkat atas, sehingga terdapat 

kerjasama yang terarah dalam usaha 

mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan. 

Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai 

tujuan tersebut antara lain dengan memberi 

instruksi/ perintah, mengadakan pertemuan 

dan memberikan penjelasan, bimbingan atau 

nasihat. Penetapan mekanisme dalam suatu 

kegiatan sangat penting untuk 

mengkoordinasikan pekerjaan atau 

mengorganisasi satu kesatuan yang 

harmonis. 

Mekanisme pengkoordinasian dalam 

pelaksanaan pembangunan untuk tetap 

mengarahkan aktivitasnya

 kearah 

pencapaian tujuan pembangunan tersebut 

dan mengurangi ketidak efisienan serta 

konflik yang merusak. Pengkoordinasian 

dimaksudkan agar para aparat pelaksana 

pembangunan mengkoordinir sumber daya 

manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. 

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan 

tergantung pada kemampuan aparat 

penanggung jawab

 pelaksanaan 

pembangunan untuk menyusun berbagai 

sumber daya yang ada dalam mencapai 

suatu tujuan. Tingkat

 efektivitas 

pelaksanaan pembangunan hendaknya 

mendapat perhatian yang lebih dari segenap 

unsur operasional penyelenggara 

pembangunan. Oleh karena itu 

kesempurnaan sistem koordinasi diharapkan 

mampu menj adikan tingkat efektivitas 

pelaksanaan pembangunan menjadi tinggi. 

2. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah Bagaimana Koordinasi 

Kelembagaan Desa dalam Perencanaan 

Pembangunan Desa di Desa Margaluyu 

Kecamatan Cipendeuy Kabupaten bandung 

Barat.? 

3. Tujuan Penelitian 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengkaji dan mengetahui 

koordinasi kelembagaan desa dalam 

melaksanakan Penyusunan Perencanaan 

Pembangunan Desa di Desa Margaluyu 

Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Bandung 



Barat. 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Konsep Koordinasi 

Koordinasi merupakan sebuah proses 

sinergi dan keseimbangan semua kegiatan 

dalam pekerj aan antara satu pihak dengan 

pihak lain agar tercapai tuj uan setiap pihak 

dan tuj uan bersama. Koordinasi adalah suatu 

usaha, kegiatan-kegiatan, kerj asama dan 

kesepakatan bersama secara teratur serasi, 

selaras, seimbang dan serempak dalam 

mencapai suatu tuj uan tertentu serta 

mencegah terj adi nya konflik, kekacauan, 

percekcokan, kekosongan pekerj aan dan 

sebagainya dalam suatu organisasi . 

Dalam penelit ian ini koordinasi  

kelembagaan dalampenyusunan 

perencanaan pembangunan desa dilihat dari 

empat dimensikoordinasi yang 

dikemukakan oleh Stoner dan Wankel 

(2006) yaitu: komunikasi, kerjasama, 

sinkronisasi , dan integrasi atau kesatuan 

tindakan. Menurut Stoner dan Wankel 

(2006) bahwa komunikasi merupakan kunci 

koordinasi yang efektif, karena secara 

langsung koordinasi itu bergantung pada 

perolehan, transmisi , dan pengolahan 

informasi . Kerjasama j uga merupakan 

kunci koordi nasi yang efektif karena 

koordinasi merupakan suatu usaha 

kerjasama; karena itu kerjasama merupakan 

syarat mutlak terselenggaranya koordinasi 

dengan baik dan efektif. Sinkronisasi 

adalah proses pengaturan j alannya beberapa 

proses pada saat yang bersamaan. Integrasi 

atau kesatuan tindakan j uga merupakan 

dimensi kunci dari koordinasi yang efektif 

karena akan menci ptakan adanya keserasian 

didalam mencapai hasil bersama. 2. Konsep 

Kelembagaan Desa 

 Pengertian kelembagaan menurut 

www.dictionary.com , “A well established and 

structured pattern of behavior or of relationship 

that is accepted as a fundamental part of a 

culture”. Maksudnya adalah sesuatu yang telah 

disepakati dan distrukturisasi terkait perilaku 

peran yang berlaku dalam sebuah hubungan dan 

definisinya sudah mendasar dan membudaya. 

Aspek kelembagaan menekankan pada tatanan 

nilai moral, pola hubungan manusia, serta 

peraturan-peraturan yang berlaku dalam 

masyarakat. 

Pengertian Kelembagaan Menurut 

Freder ickson dan Smith (2003) ,  Teori  

Kelembagaan merupakan teori yang melihat 

organisasi sebagai pembatas sosial yang 

dibentuk oleh seperangkat aturan, peran, norma 

dan harapan yang mengatur seseorang/  

kelompok dalam berperilaku dan menentukan 

pilihan. 

 Pengertian Kelembagaan menurut 

March dan Olsen (1989), “Kelembagaan 

merupakan kepercayaan-kepercayaan, 

paradigma-paradigma, kode-kode, budaya-

budaya dan pengetahuan yang mendukung 

aturan-aturan dan rutinitas–rutinitas. Sedangkan 

Scot dalam Hessels dan Terjesen (2008) 

menyatakan bahwa kelembagaan merupakan 

struktur sosial yang telah mencapai ketahanan 

tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, 

normatif, dan regulatif yang sarat dengan 

perubahan. 

Kelembagaan desa yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah lembaga-lembaga 

yang ada di  desa yang ikutser ta  dalam 

Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Desa, 

terdir i  dar i  :  Pemeri  ntah Desa,  Badan  

 Permusyawaratan Desa, Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lembaga 

Adat Desa/Tokoh Masyarakat. 

http://www.dictionary.com/


3. Konsep Perencanaan Pembangunan 
Desa 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 

Tahun 2014, menyatakan

 bahwa 

Pembangunan merupakan konsep normatif 

yang mengisyaratkan pilihan-pi lihan tuj uan 

untuk mencapai apa yang disebut sebagai 

realisasi potensi manusia. Pembangunan 

tidak sama maknanya dengan modernisasi. 

Para ahli memberikan definisi pembangunan 

bermacam-macam seperti halnya 

perencanaan. Istilah pembangunan dapat 

diartikan berbeda oleh satu orang dengan 

orang lain, daerah yang satu dengan daerah 

yang lainnya, negara satu dengan negara 

yang lainnya. Namun secara umum ada 

suatu kesepakatan bahwa pembangunan 

merupakan proses untuk melakukan 

perubahan. 

Siagian (2008) memberikan pengertian 

tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha 

atau rangkaian usaha pertumbuhan dan 

perubahan yang berencana dan dilakukan 

secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan 

pemerintah, menuj u modernitas dalam 

rangka pembinaan bangsa (nation 

building)”. Sedangkan Moejiarto (2007) 

member ikan  penger t ian  yang leb ih  

sederhana, yaitu sebagai “suatu proses 

perubahan ke arah yang lebih baik melalui 

upaya yang dilakukan secara terencana”. 

P ad a  aw a l  p em i k i r an  t en t an g  

pembangunan sering ditemukan adanya 

p e m i k i r a n  y a n g  m e n g i d e n t i k k a n  

pembangunan dengan perkembangan, 

pembangunan dengan modernisasi dan 

industrialisasi, bahkan pembangunan dengan 

westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut 

didasarkan pada aspek perubahan, di mana 

pembangunan,  perkembangan,  dan 

modernisasi serta industrialisasi, secara 

kesel uruhan mengandung unsur perubahan. 

Namun begitu, keempat hal tersebut 

mempunyai perbedaan yang cukup prinsipi l, 

karena masing-masing mempunyai latar 

belakang, azas dan haki kat yang berbeda 

serta prinsi p kontinuitas yang berbeda pula, 

meskipun semuanya merupakan bentuk yang 

merefleksikan perubahan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan 

Perencanaan pembangunan desa menurut 

Permendagri No 114 tahun 2014 Pasal 1), 

adalah proses tahapan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa 

dengan melibatkan Badan permusyawaratan 

Desa dan Unsur Masyarakat  secara  

partisipatif guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya desa dalam 

rangka mencapai tuj uan pembangunan desa. 

Lebih lanj ut dikatakan bahwa tuj uan 

pembangunan desa, yaitu memperkuat hak 

dan kewenangan serta mengoptimalkan 

sumber-sumber kekayaan desa. Secara lebih 

j elas tuj uan pembangunan desa dapat dilihat 

pada gamber sebagai berikut : 

Gambar 1 : Tuj uan Pembangunan Desa 

Sumber : Kementrian PPN/Bapenas 



 



 



 



 



 


